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NOMOR 41 TAHUN 2021 

 

TENTANG 
 

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH KOTA 

SUKABUMI TAHUN 2020-2024 
 

 

WALI KOTA SUKABUMI, 
 

 

Menimbang  : bahwa sesuai dengan ketentuan dari Peraturan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang 

Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi 

Pemerintah Daerah serta untuk pedoman dalam 
pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan 

Pemerintah Daerah Kota Sukabumi dalam 

mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah 
Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah Kota Sukabumi Tahun 

2018-2023, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota 
Sukabumi tentang Road Map Reformasi Birokrasi 

Pemerintah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020-

2024; 

 
 

 

Mengingat… 
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Mengingat      : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, 
dan Jawa Barat (Berita Negara Republik 

Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-
Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik 

Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-

Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 551); 
 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas 
dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 

75, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3851); 
 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5494); 
 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 
 

5. Peraturan… 
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5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 

tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 

2010-2025; 

 
6. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 

tentang Strategi Nasional Pencegahan dan 

Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 
2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-

2014; 

 
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 

tentang Sistem Akuntablitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 80); 

 

8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 
tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

10); 
 

9. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 

Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Daerah Kota Sukabumi 2005-

2025 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 

2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah 
Kota Sukabumi Nomor 12); 

 

10. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 3 
Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah Kota Sukabumi Tahun 

2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi 

Tahun 2019 Nomor 3) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 

1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Daerah Kota Sukabumi Nomor 3 Tahun 2019 
tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2018-

2023 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 
2021 Nomor 1); 

 

11. Peraturan…. 
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11. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 

7 Tahun 2020 tentang Pembentukan 

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota 
Sukabumi Tahun 2020 Nomor 9); 

 

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 
Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan 

Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2013 Nomor 1538); 

 

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman 

Pembangunan Zona Integritas Menuju 
Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah 

Birokrasi Bersih dan Melayani di 

Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 1813) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman 

Pembangunan Zona Integritas Menuju 

Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah 
Birokrasi Bersih dan Melayani di 

Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 671); 
 

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map 

Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 441); 

 

4. Peraturan.... 
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4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 

2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan 
Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 442); 

 

 
MEMUTUSKAN: 

 

 
Menetapkan  : PERATURAN WALI KOTA TENTANG ROAD MAP 

REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH 

KOTA SUKABUMI TAHUN 2020-2024. 
 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 

 

Dalam peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud 
dengan: 

 

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah 
adalah Daerah Kota Sukabumi.   

2. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah 

sebagai unsur penyelenggara pemerintahan 
Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah 

otonom. 
 

3. Wali Kota adalah Wali Kota Sukabumi. 

 

4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan 
urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah 

dan dewan perwakilan rakyat Daerah menurut 

asas otonomi dan tugas pembantuan dengan 
prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem 

dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

 

5. Perangkat… 
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5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali 

Kota dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam 

penyelenggaraan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan Daerah. 

 

6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen 
perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) 

tahun. 

 
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen 

perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun 
terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya 

masa jabatan Wali Kota. 

 
8. Grand Design Reformasi Birokrasi adalah rancangan 

induk yang berisi arah kebijakan pelaksanaan 

Reformasi Birokrasi Nasional untuk kurun waktu 

2010- 2025; 
 

9. Road Map Reformasi Birokrasi adalah dokumen 

dalam bentuk operasionalisasi Grand Design 
Reformasi Birokrasi yang disusun dan dilaksanakan 

setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan rencana 

rinci pelaksanaan Reformasi Birokrasi dari satu 

tahapan ke tahapan selanjutnya selama 5 (lima) 
tahun dengan sasaran per tahun yang jelas; 

 

10. Rencana Aksi adalah langkah-langkah rinci yang 
diambil untuk mencapai tujuan dan target jangka 

panjang dan/atau jangka pendek.  

 
BAB II  

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI 

 
Pasal 2 

 

(1) Road Map Reformasi Birokrasi digunakan sebagai 

dasar pelaksanaan Reformasi Birokrasi di 
lingkungan Pemerintah Daerah; 

(2) Road Map… 
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(2) Road Map Reformasi Birokrasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai 

gambaran mengenai capaian pelaksanaan Reformasi 

Birokrasi hingga Tahun 2019 dan acuan untuk 
melaksanakan Reformasi Birokrasi di lingkungan 

Pemerintah Kota Sukabumi periode Tahun 2020-

2024; 
 

(3) Road Map Reformasi Birokrasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dan 
berfungsi sebagai dokumen perencanaan 

pelaksanaan Reformasi Birokrasi bagi perangkat 

daerah di lingkungan Pemerintah Daerah. 
 

Pasal 3 

 

(1) Road Map Reformasi Birokrasi disusun dengan 
sistematika penyusunan sebagai berikut: 

 

BAB I : PENDAHULUAN  
BAB II     : GAMBARAN REFORMASI BIROKRASI 

BAB III : AGENDA REFORMASI BIROKRASI 

BAB IV : MONITORING DAN EVALUASI 
BAB V : PENUTUP 

 

(2) Ketentuan mengenai uraian Road Map Reformasi 

Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.  

 

 
BAB III 

KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal 4 

       

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

 

 

Agar…. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi. 
 

Ditetapkan di Sukabumi 

pada tanggal 16 April 2021 

 
WALI KOTA SUKABUMI, 

 

cap.ttd. 
  

ACHMAD FAHMI 

 
Diundangkan di Sukabumi  

pada tanggal 16 April 2021      

 
SEKRETARIS DAERAH 

KOTA SUKABUMI, 

 

cap.ttd. 
 

DIDA SEMBADA 

 
BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2021 NOMOR 41 

  

Salinan sesuai dengan aslinya 
   KEPALA BAGIAN HUKUM 

   SETDA KOTA SUKABUMI, 

 
 

 

        LULU YULIASARI 

NIP. 19710703 199703 2 002   
 


